BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
RUPATI SITUBONTIO
NOMOR 0Z TAHUN 2019

TENTANG

SISTENM JAMINAN KESEHATAN

MASYVARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) KABUPATEN SITUBONDO
PROGRAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {AFBD)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MANA ESA

BUPATL STVUBONDO,

babwa guna memberikan jaminan kesehatan yang menyeturah  bagi
masyarukat di Kabupaten Situbondo, terutama masyarakat miskin yang tidak
icrmasuk  dalamt Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakar
(TAMKESMASVIPKMM yang dibiayai oieh Anpgaran Pendapatam dan
Belanja Negam (APBN), dipandang perlu mengatur Sistom  Faminan
Kuschatan Masyarakat Daerah (JAMEESMASDA) Kabupaten Situbondo
Program Anggaran Pendapatan dan Helanja Daersh (APBD).

1.

Undang-Undang Nomer 12 tahun 1850 ientang Pembentukan
Dagrah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawz Timor
{Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 1950, Namor 19,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomaor 9);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tenlang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (Lembaran Negara Republik Indooncsia lalun 1992 Nemer 14,
Tambahan Lemburan Negara Republik Tndanesia Nomuor 2273)

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 feniang Keschatan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lemburan MNegara Republik Indonesia Nomior 3495);

Undang-Undang Nomor |7 Tahun 2003 tentang Keuangun Nepara
(Lembaran Negars Republik Indoncsia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambuhan Eembaran Mcgara Republik Indonesia Nomor 4286} ;
Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 wntang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Megara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 wentang Permbentukan Peraturan
Perundang—undangan {l.embaran Negara Republik Indomesia Fahun
2004 Nomor 53, Tambaban Lembaran Megara Bepublik Indonesia
Nomoer 4389) ;

lindang-Undang Mumor 15 Tahun 2004 temtang DPemeriksazn
Pengelolaan dar Tanpgung Jawabh Kevangan Negara {[.embaran Negara
Republik Indonesia Tebhun 2004 Nomor 66, Tamhbahan Lembasan
Nepara Republik Indonesia Nomor 4400 3 -

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 rentang Praktik Kedokteran
{Lenburan Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2K Nomor 118,
Tambahen Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4431)
Undang-ndang Nomor 32 Tahun 2004 inlang Pemetintahan Daerih
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2004 Nomar 125, Tambahan
[embaran Negara Republik Indoncsia Nemor 4437) schapuimuna telah
diubah dengan Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2008 temlang, Perubahan
Kedua Atss Undang-Undang Nomor 32 Talnm 2004 tentang Pemcrintahan
Dagrili (Lembaran Megam Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59,
Tambuhan Lembaran Negara Republik [ndenesia Nomor 4344) ;
Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemennlah Pusat dan Pemerintahan Dasrah (Lembearan Negara
Republik Indepcsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 4G [zhun 2004 tentang Sistems Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambaban Lernburun Nepara Republik Indonesia Nomor 4456) ;

- Perahrn  Pemerintah  Nomor 28 Tabwn 1972 watang Penvbebun MNama

dan Pemindatim Tempat Kedudukan Pemerintah Dacrah Kabupaten Pananukan
{Lﬂn]mmlNcgm‘aReptitﬂikhxhxﬁiaTahmig?ENmIr}B];

Perthrmn Pemwmnlsh Nomor 32 Tahun 1996 tenting Temaga Keschatan
(Lembarm Negara Republik Indonesia Tabun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negura Republik ndopesia Nomar 3637) -

Peratwran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang  Pengelolaan
Keuangan Dhacrah (Lembsaran Negsra Republik Indomesia Tahun 2005
Nomwr 140, Tambalan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nowor 4578)

Peralurun Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiun Unusan
Pemerintahun Antarg Pemerintuh, Pemerigtahan Dasrah Propinsi, dan
Pemenntahan Dacrah Kahupaten/Kots (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahue 2007 Nomor 82, Tmnbahan Lembaran Megarn
Repblik Indonesia Nomor 4737} ;

Peraturan Menteri Keschatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/ 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminue Pemeliharaan Keschatan Masyarakal
schagaimanu diuhah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
68 Menkes/ Per/ VI8 |
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17. Keputusan Menteri Keschatan Nomar 228 Tahun 2002 issuang Pedoman
Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Yang Wajib Dilaksanakan
Deaerah ;

18. Peraturan  Menteri Dalam Neperi Nomor 13 Tahun 2006 tcntang
Pedoman Pcngelolaan Keuwanpan Daerah sebagaimana telsh diubah
dungun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 Tahon 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006
lenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrsh :

19. Peraluran Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Pedonan
Stundar Petavanan Minrmal Bidang Kcsehatan di Katupaten/Kota ;

20, Pergturan Mcaleri Kesehatan Nomor 316/Kep/Menkes/V/2009 tentany
Pedoman Pelaksansan Jaminan Kesehatan Masyvarakat Miskin:

2t. Peoaturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentany
Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa 'limur;

22. Peraturan Gubernur Provinsi Jewa Timur Nomor 4 Tahen 2009 tentang
Sistem Jaminan Keschatan Daerah di Jawa Timur;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sitwbondo Nomor 1 Tahun 2006 temang
Rencana Pembangunan Jangka Monengah Dacrah (RPIMDY) Kabupaten
Situbondo Tahun 2006 — 2010 {Lembgaran Dacrah Kabupaten Situbondo,
sert A Nomar 1) scbapaimana telah diubgh dengan Peruturan Daerah
Kabupaten Situbondo Momor D4 Tabun 2009 tentang Porubahan Atas
Peraturan Daecrah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tabyr 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten
Situbondo Tahun 200¢-2010 (Lembaran Dacruk Kabupaten Simbondo
Tahun 2009 Nomor 04)

24. Peraturan Dacrah Kabupaten Sitebondo Nomor 13 Tahun 2408 rentang
Pokok-Pakok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

23, Persturan Bupati Situbondo Nomor 38 Tahun 2009 tentang Sistem dan
Proscdur  Pengelolaan  Keuangan [aerah  Pemerintah  Kabuparen
Situbondo.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG  SISTEM  JAMINAN
KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH JAMKESMASDA)
KABUPATEN SITUBONDO PROGRAM ANGGARAN
PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD),

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Malem Peraturan Bupati ini yang dimaksﬁd denyan :
1. Propunsi adzlah Propinsi Jawa Tiirur.
2. Pemetintah Daerah adalah Pemcrintsh Daerah Kabupatcn Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbando,



10.

Juminun Keschatan Masyurakat Daerah, yang sclanjuinya disingkat
JAMKESMASDA adalah salabh salu bemiuk usaha kesejubteraan
kesehavan & Kubupaten Siwbondo  berupn  pedindunpan  dan
pemetibaraan kescjahteraan yang memberikan jaminan bagi seluruh
wiarga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.

Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjuinya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan perneriniahan dacrah vang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerab dan DPFRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Tim Pengelola Jaminan Keschatan Daerah Kabupaten Sinsbondo, yang,
selanjumya discbut Tim Pengelola adalah tim pelaksana yang hertugas
sebagal  penyelenggara program  Jamkesmasda di Kabupaten
Situbondn.

Peserta adalah sctiap warga masyarakat dan‘atau anggota keluarganya
di Ksbupaten Sittbondoe yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut
seris dalam program Jamkesmasda

Femberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah
sarapa pelayanan kesehalan scperti Puskesmas, BP4, BKMM, [2umah
Sakit Umnum. Rumah Sakit Khusus, baik Pemerintah maupun Swasla
didalam dan dilvar Kabupaten Situbondo yang 1elah membuat
perjanpian kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola.

Perjanjian Kerja Sema, yang sclanjuinya disingkat PKS adalah
peganfian ke yung memuat hak dan kewajiban dad PPK dan Tin
Penpelola atas penyelengpuman  JAMKESMASDA  Kuabupaten
Situbondo yang merupakan dusar bagi pambetian pelayanan keschatan
bagi peserta JAMKESMASDA.

Klaim pelayanan keschatan adalah tata cara pembayaran yang
berdasarkan padu pelayapan yang telah diberikan bagi seiiap posert:
Jamkesmasda dalam jangka wakiu torientu demgan persyaratan
tertenn,

RAR 1
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Sistem JAMKESMASDA Pragram APBD meliputi :

i,

Sistem JAMKESMASDA dilaksanakan bagi peluyanan keschatan
dasar di Puskesmas dan jaringannya sertz pelayaman kesehatan
lamjutun pada Rumab Sakil kelas Lif di dalam dan luar Kabupaten
Situbondo dalam Propinsi Jawa Timur.

Jenis pelayanan keschatan bagi masyarakat miskin non pEserta
JAMKESMASUPKMM {Program APBN) diberikan untuk pelayanan
pelayanan keschatan dassr Ji Puskesmas dan jaringannya serta
pelayanan kesehatan Janjutan pada Rumah Sakii kelas P di datam dan
luar Kabupaten Situbondo dalam Propinsi Jawa Timur.
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fenis pelayanan koschalan  bugi  mmasyarakat non  mnasyarakat
miskin/masyarakal nrampa hanya diberikan imtuk pelavanan rawat
jalun 8 Puskesmas dan jarinpannya, vakoy terbatas pada pembayaran
karcis retribusi,

Jenis  pelayanan kesehutan  bapi masvarakat miskin TEsena
JAMRESMARLIPKMM yang dibiayai oleh APBN dapat diberikan
pelayanan tambahan yunp berupa penanggungan biaya transportasi
petugas pendamping pasicn, transport pemulangan pasien, pendamping
paxien Tawal inap, serta obat-cbalan khusus/hahan habis pakai sang
ditnitshkan untik sasarmn program JAMKESMAS.

BAR HI
SASARAN

I'azal 3

Sasaran  Sistern  JAMKESMASDA  Propram APRD  adalah  seluruh
masyarakat Kabupaten Situbondo,

)]

(2)

3)

(4)

{1)

BARIY
PENGEEOLA
Pasal 4

Yengelolhan Sistem JAMKESMASDA di Kabupaten Sitabondo
dilaksanakan wieh Tim Pengelola Sistem Jaminan Kesehatan
Masyarakat Dacrah Kubupaten Situbondo,

tim Pengelela Sisiemn luminan Kesechatan Masvarakat Traersh
Kabupaten Situbondo  sebagaimana  dimaksud pada aym ()
mengadakan Perjanjian Kerja Sama ('KS) denpan PPK di dalam
dan‘atan luar Kabupaten Sitvbonde dalam Propinsi Jawa Timer guna
memberikan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat Kobupaten
Situbondo.

Tupas dan keanggoluan Tim Pengelola Sistern Jaminan Koschatan
Masyarakat Dacrah sebagaimana dimaksad pada ayat {13 dictapkan
lebib lanjut dengan Kepulusan Rupati,

Tim Pengeloia Sisten Jaminan Kcschatan Masyarakat Dacesh
Kabupaten Situbonde menuniuk venfikar khuosas yange bertogas
untuk melaksanakan verifikasi administrasi kepesertaan, pelayanan
dan keuanpan sigtem JAMEESMASDA, dan diberikan henorarium
verilikalor sebesar Rp. 750.000,00 ¢(mjuh raus lima puluh riby rupiah)
per bulan,

BAR Y
SUMBER DANA
Pasal §
Penyelengparann pelayanan kesehaten tingkat dasar dan tingkat
lanjutan di dalarn dan Iuar Kabupaten Sitnthondo dalam Propinsi Tawa

Timur dibiayay oleh Anggaoran Pendapatan dan Belama Duerah
(APBLY Kabupaten Situbondo.
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Penyelenggarsan  pelayanan  kesehatan lanjutan di UPT  Dinas
Kesehatan FPropinsi fawa Time dan Rwmah Sakidt Propinsi Jawa Tinr
dibioyal oleh Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrak (APBDY
Prapins Jawa Timur.

BAB Y1
TATA LAKSANA KEPESERTAAN
Pasal 6

Masyarakal miskin non peserla JAMKREMASAPEKMM  Propram
APRN wang menjadi sasaran sisiem JAMKESMASTDA ditetapkan
sehuyen peserta IAMKESMASDA denpan Keputusan Bupad.

Peseria  JAMEESMASDA sebagaimana  dimaksod pada avai {1)
selanjutnya mendapatkan Karlu JAMKESDA yang berfungsi zebapai
identitas peserta.

Masyarakal non miskin/masyarakat mampu  mengeumskan Kartu
Tanda Pendwluk {K'T1) atau Karu Svsupan Keluarpa (KSK) sebagai
identitas peserta JAMEESMASDA

Aebelum Koru JAMKESDA schagzimana dunaksud pada ayat (23
lerbit, identilas yang digunakan oleh Peserta TAMKESMASDIA adalxh
Swrar Keterangan Tidak Maopu (SK'ITMY yang ditamidatungan cleh
Bupati.

Buyl vang terlabhir dari orang tua peserta JAMKESMASDA secara
otomatis merupakan peseria JAMKENMASDA dengan menggunakan
Kartu JAMKESDA milik orang tuanya.

Kepuasan  Bupari vang menetapkan peserta JAMKESMASIDA
schaguomana, dmaksud pada ayat {15 mencantmwkan rama dan alama
Peserta JAMEBSMASDA,

Setelah  terbinys Koputusan  Bupalih  lentang  kepesertaan
JAMEKESMASDA, Tim Pengelola mengirimkan data  peserta
JAMKESMARDA  Kabupaten Situbondo kepadn Tim Pengelola
Jaminan Keschatan Dacral Prapinsi Jawas Timur untuk selanjumva
diterhitkan  Kartu JTAMKESDA olch Tim Tengelola Jaminan
Keschalan Dacrah Propinst Jewa Timuor.,

Selanjutova, Tin Pengelola vang bekerjasams dengan pihak terkail
mendistibusikan Kartu JAMKESDA kepuda warga yang berhak
menerimanya.

BAB VII
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 7
Peluyanan kesehatan tingkat dasar yang diberikan di Puskesmas dan
laringannya meliput jotis pelavanan
i Promosi Kesehatan,

b, Kesehatan Tho dun Anak/K R
¢, Kesehatan Hnghkungan.
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d. Penecgaban dan Pemberantasan Penyakit.

Pelnyanan Gizi.
Penpobaian,

Rawat jalan
Eawat inap
Persalinan
Tindakan medik
Rujukan
Spesialistk
{iawat darraf

& Pommjang medik

SRRt e e i

. Program Inovan( Puskesmas Kabupaten /Kota.

1. Pendampingan keluarga pasien
2. Tramport pemulanpan pasicn

Pilaysnan keschatan Ungkat lanjutan yang dikerikan ¢i Rumah Sakit
meliputi jenis pelayanan :

a.

I

L

Korsultis medis, pemenksaan Haik dan penvuluem keschaiam,
Rehabilitasi medik.

Pelavanan peounjany diagnostik {Laboratorium klinik, radiolopt
dan elekiremedik).

Tindakan medis kel dan sodang.

Pemeriksaan dan pengobitan gigl Ungkat lanjutan.

Pelayanan KB, tcrmasuk kontap  efektil, kontzp  pasca
persalinan‘keguguran,  penyembuhan efek  samping - dua
komplikasinva sedangkan alat kontrasepsinya disedizkan oleh
BEKDBN.

Pemberian obat yang menpaco pada formularium obat RS
Pelayanan darah.

Pemonksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulic

Rawat Inap Tingkat Lanjutan dilaksanakan pada mang perawatan
kelas [TT RS Pemerintah, meliputi:

i.

Akomuodas: rawal inap.

Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluban kesehatan.

¢. Penunjang diagnestk : laboratoriom klindk, radiologi dan

elektromedik.

Tmddakan medis

Operas scdany dun besar.
Pelayanan nochabililast medis.

g. Pemawatan  intensif (ICTU], ICCTL PICU, NICUD)  termasuk

L.,

hemodialisa

Pemberian ohat menpacy pada formulatum obar BS.
Pelayanan darah.

Rahar dan alat kesvhatin pakai hebis.

k. Persalinan dengan risiko tinggi dan penyulit (PONEK).
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Pelayanan tngkal lemjuban strata dua {Rumah Sokit Provinsi/UPT

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa limw) maka jenis pelayanan dan

hesaran tand scsual denpan Porahwran porundangan vang berlaku Ji

Timgkat Propinsi Jawwa Timur.

Pelavanan kesehalan sistem JAMEBSMARIA dilaksanakan secara

teestruktor dan berjenjang scsna dengan indikast medis.

Pelayanan kesclatan tingkat dusar dilaksunakan oleh Poskesmas dan

Jurimgannyd seria Bidan Proktek Swastn yang mempuoyai petianian

regasatma (I'K5) denean Tin Pengelola

Pelayaman keschatan tingkar lanfutan dilaksanakan olch PPK rufukan

yang mempunyai perjaniian kerjasama (PES) dengan Tim Pengelola.

Puskesmas {strata pertama) menyuk ke Rumah Sakit tipe I, C dan B

{strata dua}, sedangkan untuk Rumah sakit tipe D, € dan B merujuk ke

Rumsh Sakit tipe A (sirate liga)

Rujukan posien masyerakat miskin dan Puskesmes ke Rumah Sakit

Kabupaten hanya dapat dilakukan kareny indikasi medis, dimana tidak

tersedia resonrces di Puskesmas dan bersifal emeryency.

Fupukan pasien masyarakat miskin dari Rumah Salat Kabupaten ke

Rumab Sakit ProvinsyTIPT Provingi hanva dapat dilakulan karcena

indikasi medis, lidak lemsedia recources i Ramah Sakit Kabupaten

dan bersafal emergency alau penyakil kalastoopis,

Ferayaratan kelengkapan admipisirasi pasien yang dirsjuk ke Rumah

Sakit meliputi

. Karty Jumkosds aimo SKTM {dafam mrass iransisz) yang diterhitkan
Kepala Desa/RKeluraban dan Camat serta disctuju Bupati, dengan
niasa berlaku selana 3 bolan.

b. surai Rujukan dam Poskesmas ke Rumah sakin atau dan Rumah
Nakit ke Rumah Nakit lamnya.

¢. KTP dan atau KSK

Kaaus gawat darurar pasien masyarakat miskin hiza langsung dinguk

ke Rumah Sakit, dan persyaratan administrasi diselesatkan maksimal 2

x 24 jam pada hari keria

RATE VITI
TATA LAKSAMA PEMBAYARAN
Pazal 8

Pola dan besse pembavaran farif pelayvanan keschatsn dan Timn
Pengelola kepada PPK dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah
pihak  vang lerluang  dalam PKS, dengan  besaran  tarif
JAMELTSMASDA mengacu pada peraharan pentrdang -undangzm yang
herlaku vang mengator rentang  tal pelayanan  kesehatan  bagi
masyarakat oriskin/lMNA-DRG.
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Pembayaran hiaya pelavanan keschatan di Puskesmas dan jaringannya
ditakukan  dengan cara  klaim pelayanan, dimana schelumnya
dilakukan verifikas) pelavanan oleh Tim Penpelola,

Tatacara klaim dang pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas

dan jaringannya adalah sebagpai berikut :

2. Puoskesmas membuat rekapitulasi hasil pelavanan kesehatan setiap
sepuluh hari sckall dan dilaporkun ke Tim Pengelola :

b. Tim Pengelola akan melakukan verifikasi terhadap klaim vang
telah digjukan dan selanjutnya akan membayar biaya pelayanan
kesehatan tersebul scesuai dengan hasil verifikosi duri rekapitudesi
pelayanan Puskesmas tersebut -

¢. Selapjutnya Puskesmas berkewaliban untuk menyetorkan dana
hasit klaim tersebut ke Kas Dacrah sebagai pendapatan petayanan
di Puskesmas dalan jangka waktu paling Lkena 10 {sepuluh) hari,

Sclain menvetorkan dama klam  pelavanan  JAMKESMASDA,

penyetoran dana ke Kasda juga harus dilakukan Puskesmas ierhadap

Perxlapmian yany diperaleh darl pefayanan kesehatan non yawat jalan

gl masyerakat non miskin‘masyarakat mampu.

Tatacara klmim dana pclayanan kesehatan rawat inap, persalinan,

rujukan, dan pelayasan keschatan lainnya yang digjukan ke Tim

Pengelola  demgan  sasaran  masvarakat miskin - non  Peserta

IAMKESMAS/IPKMM harus dilengkapi dengan lampiran Sugat

Pertamggmmyjawaban (SP)) vang sesuai denean peraturasn kcuangz:n

yang berlaky Kabapaten Situbonda.

Pembayaran biava pclayapan kesehatan di PPK tingkal lanjutan

dilakuken dengan cara mengajukan klsim pelayanan ke Tim Pengeloly

setiap bulan, yang terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh veriRkator
internal Rumah Sakit dan selanjumya dilakukan verifikasi oleh
verifikator khusus vang ditenjuk aleh Tim Pengelola.

Tagiban klaim hiaya pelayanan keschatan yang lebih dari 3 bufan dari

pemberian pelayanan antuk rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit

sejak pasien keluar 1umah Sakit dinvatakan kadaluarsa dan tidak
dapsat dibayarkan.

Tim Pengelola melalui verifikator khusus berhak melakukan verifikasi

atas tagihan klaim yang ditenmanya dan biaya pelavanan keschatan

vang layak bavar akan dibayarkan ke PPK fingkat Janjutan.

Tim Pengelols wajib membayarkan tagihan klaim pelayanan kesehatan

kepade PPK paling lambat 3G hari sejak tagihan kisim diteriranya.

(10} Dalam hal apihan klaim pembayaran belom diverifikasi dan dilakukan

pembayaran oleh Tim Pengelola samnpai dengan jangka wak iz lebih
dari 30 {tiga pulub) hart, maka Tim Pengelola wajib membayarkan
seluruh tagihan Klaim kepada PPK tanpa diverifikasi paling lambat 7
{ijuh) hae terhitung sejak hari ke 30

CE R UL N
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BABIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal lain yany bersifat teknis berkaitan dengan pelaksanaan Sisiem
Jaminan Keschatan Masyarakat Dacrah (JAMKESMASDA} Kabupaten

Situbondo ditctaplcan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaien Sitbondo.

Pa=al 10

Peraturnm Bupati ini madai berlaku pada tanggal diundanpkan.

Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memenntahkan pengundingan
Peraturan Bopati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Situbondo.
Ditetapkan di Sitabendo
Pada uanggal () 7 ]
WAKIL BY ONDO,
SUROSO, M.Pd
Dinndangkan di Situbondo
pada tanggal J [ AN 204
SEKRETARIS DAERAH

" KABUPATEN SITUBONDD

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 072




